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RINGKASAN

Tindak lanjut pasal 28 H ayat
(2) UUD 1945, Pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan
Undang-undang Nomor 19 tahun
2001 diatur tentang hak-hak para
penyandang disabilitas. Pada Pasal
5 ayat 1 huruf n, pelayanan publik
merupakan salah satu hak
penyandang disabilitas yang wajib
dipenuhi oleh negara khususnya
dalam hal kepemilikan dokumen
kependudukan. Metode
pengumpulan data menggunakan
metode purposive sampling dimana
sampel telah ditetapkan secara
sengaja dengan mempertimbangkan
aspek gender, usia, suku, agama dan
sebagainya.

Penulisan ini bertujuan
memberikan informasi mengenai
kondisi pelayanan hak dasar seperti
dokumen kependudukan dan
layanan publik bagi penyandang
disabilitas dan masyarakat lokal
pada masa pandemi Covid-19 di
Desa terpencil yang berada didalam
kawasan hutan di Kabupaten
Donggala, Penilaian dilakukan
terhadap akses informasi,
partisipasi, mekanisme komplain dan
akses bantuan.
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REKOMENDASI

Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala
melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen
kependudukan dan membuka layanan perekaman bagi
masyarakat lokal dan penyandang disabilitas, di dusun terpencil
pada7 Desa yang meliputi, Desa Sipeso Kecamatan Sindue
Tobata, Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa
Amal, Desa Taripa, Desa Kumbasa, Desa Sumari Kecamatan
Sindue dan Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten
Donggala.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendataan
dan penjangkauan bantuan terhadap penyandang disabilitas
yang berada di dusun terpencil pada7 Desa yang meliputi, Desa
Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Desa Saloya Kecamatan
Sindue Tombusabora, Desa Amal, Desa Taripa, Desa Kumbasa,
Desa Sumari Kecamatan Sindue dan Desa Labuan Toposo
Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Dewan perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Donggala mendorong penganggaran yang rasional dan efektif
untuk mendukung agenda pemenuhan hak dasar layanan
dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan
kelompok masyarakat yang berada di dusun terpencil pada7
Desa yang meliputi, Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata,
Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Amal, Desa
Taripa, Desa Kumbasa, Desa Sumari Kecamatan Sindue dan
Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
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A. Latar Belakang

Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat.
Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki,
membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan
hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia
seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan
pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.

Padahal Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin
para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45,
menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The
Rights Of Persons With Disabillities, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-
undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia
merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 19
tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Pada Pasal 5 ayat
1 hurufn, pelayanan publik merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang
wajib dipenuhi oleh negara khususnya dalam hal kepemilikan dokumen
kependudukan.

Data assesment yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) pada November
2021 di 10 Desa yang tersebar di Kecamatan Labuan, Sindue, Sindue Tobata dan
Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, menujukan terdapat 82 Jiwa
penyandang disabilitas dan 1.238 jiwa masyarakat lokal yang tidak memiliki
dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk dan Akte
Lahir. Hal ini tentunya berpengaruh pada akses bantuan pemerintah, seperti
program vaksinasi, dan bantuan sosial lainnya.
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Beberapa faktor yang
mempengaruhi kurangnya
partisipasi masyarakat lokal
maupun penyandang disabilitas
mengakses dokumen
kependudukan diwilayah tersebut
diantaranya Pertama. akses
menuju tempat pelayanan dokumen
kependudukan yang terletak di Ibu
Kota Kabupaten Donggala sangat
jauh dari tempat tinggal
penyandang disabilitas maupun
masyarakat local yang tinggal di
wilayah hutan, sehingga sulit bagi
mereka untuk mengurusi dokumen
kependudukan tersebut. Kedua.
Lamanya waktu kepengurusan
dokumen kependudukan menjadi
salah satu alasan bagi masyarakat
untuk enggan mengurusi dokumen
kependudukan tersebut. Untuk di
ketahui, menurus masyarakat,
mengurusi Kartu tanda penduduk
(KTP) membutuhkan waktu kurang
lebih 1 minggu lamanya. Rentang
waktu tersebut, masyarakat harus
mengeluarkan biaya yang cukup
banyak seperti biaya transportasi
dan makan selama di perjalanan.
Sementara mayoritas masyarakat
hanya bekerja sebagai petani alam
yang hasilnya hanya cukup untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari.
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B. Permasalahan

Bagaimana akses dokumen kependudukan dan layanan publik bagi
penyandang disabilitas dan masyarakat lokal pada masa pandemi Covid-19 di
Desa terpencil yang berada didalam kawasan hutan di Kabupaten Donggala.?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai kondisi
pelayanan hak dasar seperti dokumen kependudukan dan layanan publik bagi
penyandang disabilitas dan masyarakat lokal pada masa pandemi Covid-19 di
Desa terpencil yang berada didalam kawasan hutan di Kabupaten Donggala

D. Metode Penjangkauan

Penjangkauan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling
atau penentuan sampel secara sengaja dengan menimbang kombinasi gender
(laki-laki, perempuan, transgender) usia (tua dan muda), agama, suku dan
sebagainya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada penyandang
disabilitas atau keluarganya dan masyarakat lokal dengan menggunakan
kuisioner.
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E. Temuan Lapangan

1. Penyediaan Informasi yang tidak inklusi terkait prosedur pengurusan
dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat
lokal yang berada pada desa terpencil dalam kawasan hutan.

Penyandang Disabilitas

Penjangkauan dilakukan terhadap 50 orang penyandang disabilitas yang
berada di 7 Desa yang meliputi, Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Desa
Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Amal, Desa Taripa, Desa
Kumbasa, Desa Sumari Kecamatan Sindue dan Desa Labuan Toposo Kecamatan
Labuan Kabupaten Donggala.

Informasi pembuatan dokumen kependudukan seperi Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Akte Lahir dan Kartu Keluarga (KK) selama ini hanya didapatkan
dari pengumuman melalui masjid, dan informasi lisan dari kepala Dusun. Tidak ada
papan informasi yang berbasa lokal atau media bantu kepada penyandang
disabilitas turut berkontribusi pada minimnya pengetahuan terhadap pentingnya
dokumen kependudukan, yang membuat mereka tidak berminat untuk
mengurusnya dan lebih memilih tinggal dikebun dari pada tinggal dikampung.
Dibeberapa tempat, penyandang disabilitas dibantu oleh aparat desa dan pihak
keluarga untuk melakukan perekaman namun sampai saat ini dokumen
kependudukannya belum jadi. Dibeberapa tempat lainnya, pihak keluarga enggan
membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan dokumen kependudukan,
atau mencantumkan nama penyandang disabilitas kedalam kartu keluarga, karena
mereka menganggap bahwa itu adalah aib keluarga.

Akses lokasi yang jauh dan biaya pengurusan berkisar Rp.50.000 — Rp.
150.000, turut berkontribusi pada kurangnya partisipasi penyandang disabilitas,
bahkan dibeberapa lokasi penyandang disabilitas tidak pernah mendatangi kantor
desa dan kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan selama hidupnya.
Namun terdapat beberapa dari mereka pernah melakukan pengurusan dokumen
kependuduan di kantor kecamatan, namun dalam pelayanannya penyandang
disabilitas masih disatukan dengan pelayanan masyarakat umum yang membuat
mereka merasa kesulitan.
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Masyarakat Lokal

Wawancara dilakukan kepada 35 orang yang dijadikan sebagai sampel
masyarakat lokal yang bermukiman di 7 Desa di 4 kecamatan yang berada dalam
kawasan hutan yang meliputi Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Desa
Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Amal, Desa Taripa, Desa
Kumbasa, Desa Sumari Kecamatan Sindue dan Desa Labuan Toposo Kecamatan
Labuan Kabupaten Donggala.

Akses informasi terkait dokumen kependudukan bagi masyarat lokal yang
tinggal pada dusun terpencil di dalam kawasan hutan, sampai saat ini
mengandalkan penyampaian lisan melalui masjid atau gereja, kepela desa, kepala
dusun dan ketua adat. Beberapa dari mereka tidak mengetahui tujuan, fungsi dan
manfaat memiliki dokumen kependudukan sehingga mereka enggan
mengurusnya, kurangnya sosialisasi dan penggunaan bahasa lokal secara tulisan,
juga turut berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Namun beberapa dari
mereka telah melakukan perekaman akan tetapi sampai dengan saat ini kartu
tanda pendudukanya belum ada.
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Jarak yang jauh antara dusun ke
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Donggala membuat
masyarakat lebih memilih jasa calo untuk
mengurus dokumen kependudukan yang
biayanya berkisar antara Rp.50.000 —
Rp.150.000. penggunaan jasa calo dinilai
sangat cepat dilakukan, pertimbangan itu
didasari dari pengalaman beberapa
orang diantara masyarakat yang pernah
melakukan pengurusan sendiri ke
Kabupaten. Ketika di kantor capil,
terkadang pelayanan tidak ada karena
alasan blangko sedang kosong,
sehingga dengan biaya yang telah
dikeluarkan dengan jaraknya tempuh
yang jauh mereka belum tentu
mendapatkan dokumen kependudukan
saat pengurusan, olehnya itu mereka
lebih memilih jasa calo meskipun
biayanya mahal.

Terdapat beberapa masyarakat
yang sudah melakukan perekaman pada
tahun 2014, namun dokumen
kependudukannya hingga saat ini belum
cetak, hal tersebut karena hasil
perekamannya tidak tersimpan,
sehingga oleh petugas catatan sipil
kecamatan disarankan untuk melakukan
perekaman ulang ke Kabupaten, setelah
perekaman kembali, sampai saat ini kartu
tanda penduduknya belum juga
diterbitkan, yang membuat mereka masih
menggunakan ktp yang bukan elektronik
dan berdampak pada sulitnya
mendapatkan layanan publik lainnya.

yandang Disabilitas
“ada Kabupaten Donggala




2. Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Lokal Belum Mengetahui Alur
Mekanisme Komplain Layanan Dokumen Kependudukan

Dari semua responden baik penyandang disabilitas dan masyarakat lokal
sebagian besar tidak mengetahui alur mekanisme komplain untuk mendapatkan
dokumen kependudukan. Hanya sebagian kecil penyandang disabilitas dan
masyarakat lokal yang melaporkan hal tersebut kepada kepala dusun dan aparat
pemerintah desa lainnya, namun setelahnya mereka tidak menerima informasi lagi
terkait laporan mereka.

3. Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Lokal Berpartisipasi dalam
Pemilihan Umum

Dalam proses mengikuti pemilihan umum penyendang disabilitas, di data
oleh Kepala dusun atau pemerintah desa untuk diikutsertakan sebagai peserta
pemilu, beberapa orang petugas penyelenggaraan pemilihan umum
mengantarkan surat suara kerumah mereka. Namun terdapat juga penyandang
disabilitas yang tidak dapat menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum
dikarenakan mereka tidak terdata oleh petugas pemilu.

Dari 7 Desa sampel rata-rata masyarakat lokal dan kelompok penyandang
disabilitas berpartisipasi dalam pemilihan bupati tahun 2018, Pemilihan Presiden
dan Legislatif tahun 2019, pemilihan Gubernur tahun 2020 dan pemilihan kepala
desa di Kabupaten Donggala. bahwa itu adalah aib keluarga.
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4, Akses Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Lokal Terhadap
Bantuan Sosial

Penyandang Disabilitas

Dari 50 responden penyandang disabilitas, sebagian besar tidak dapat
mengakses bantuan pemerintah seperti bantuan langsung tunai, program keluarga
harapan dan bantuan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, hal ini
diakibatkan karena mereka tidak memiliki dokumen pendukung seperti kartu tanda
penduduk. Namun di beberapa tempat pemerintah desa memiliki inisiatif
menggunakan dana desa untuk digunakan sebagai bantuan kepada penyandang
disabilitas. Prosesnya adalah pemerintah Desa mengeluarkan surat keterangan
domisili bagi penyandang disabilitas yang dipakai sebagai pengganti kartu tanda
penduduk.

Faktor lainnya terdapat beberapa penyandang disabilitas yang tidak
terdaftar dalam kartu keluarga, hal ini karena pihak keluarga malu mencantumkan
nama mereka sebagai anggota keluarga, sehingga mereka tidak terdaftar sebagai
penerima bantuan sosial pemerintah.

Masyarakat Lokal

Dari 35 orang sampel masyarakat lokal yang tinggal pada 7 Desa di 4
kecamatan tersebut memberikan tanggapan mengenai akses bantuan sosial
pemerintah, beberapa diantaranya adalah mereka belum pernah terdaftar sebagai
menerima bantuan pemerintah dan bantuan pasca bencana alam, karena tidak
memiliki kartu tanda penduduk. Selain itu, informasi mengenai bantuan tidak
tersosialisasikan dengan baik kepada mereka. Pendataan yang berulang-ulang
dan minim realisasi membuat mereka enggan melapor kepada pemerintah desa
dan mengurus bantuan sosial lainnya.

Namun terdapat beberapa dari mereka mendapat bantuan seperti program
keluarga harapan dan bantuan langsung tunai untuk pemulihan ekonomi di masa
pandemi covid-19, yang diupayakan oleh pemerintah desa dengan mengeluarkan
surat keterangan domisilidengan menggunakan susunan kartu keluarga.
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KECAMATAN SINDUE
Dis. Tidak Warga Tidak
R SN Total
e o, Jumlah Memiliki Memiliki Taralah
Disabilitas = KTP/KK/Aktas KTP/KK/Akta Boc
| Lahir Lahir
Dusun 3
Desa 15 Orang 90 Kepala
Amal Ape‘ /Orang | 5Orang kurang lebih Keluarga
maliko
Dusun 3
Des_a Pui 2 Orang 2 Orang 20 Orang 74 kepaly
Taripa = Keluarga
Kamonji
— 5 Orang Tidak 20 Orang Tidak | 116
r— Dusun 2 | 5O0rang | Mempunyai Mempuyai Kepala
Akta Lahir Akta Lahir Keluarga
Jumlah Total 14 Orang | 12 orang 55 Orang

Disabilitas dan Warga Yang Tidak
Memiliki KTP/Akta Lahir

B Desa Amal

M Desa Taripa

" Desa Kumbasa
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Disabilitas dan Warga Yang Tidak
Memiliki KTP/AKTA LAHIR

M Desa Labuan Toposo M Desa Labuan Kungguma M Desa Labuan M Lumbubaka

KECAMATAN LABUAN
Dis. Tidak Warga Tidak
Biun Jumlah Memiliki Memiliki
Disabilitas KTP/KK/Ak KTP/KK/Akta
tas Lahir Lahir
Dusun 1 .
Pado 5 Orang 5 Orang 10 Orang 397 Jiwa
Dusun 2 .
Gimbo 3 Orang - - 322 Jiwa
Pusin.3 6 Oran 6 Oran - 495 Jiwa
Dalika a e
Desim 4 4 Orang - - 312 Jiwa
Karuma
Dusun 5 .
L[);sa Karavans 3 Orang 1 Orang 5 Orang 427 Jiwa
abuan
Toposo thsun & 3 Orang # - 327 Jiwa
Simou
Dusun 7 ;
b 5 Orang - 5 Orang 196 Jiwa
Dusun® | 4 oran 10ran 10 Oran 290 Jiwa
Sisere & 8 8
Dusun 9 i hoprs
Kat 11 orang 11 orang ; ’ 321 Jiwa
i Akta tidak
Tikubora S
dimiliki
Dusun 1
i Lanta 9 Orang 1 Orang = 567 Jiwa
Eabarani Dusun 2
Kadoaya 2 Orang 2 Orang 5 Orang 294 liwa
Kungguma
Dusun 3
Mapane 4 Orang 4 Orang 5 Orang 503 Jiwa
Dk Dusun 1
Ebne Pelingga 3 Orang 1 Orang 10 Orang 309 Jiwa
Lumbubaka e
Sanggora | 4 Orang 4 Orang 20 Orang 310 Jiwa
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KECAMATAN SINDUE TUMBUSAMBORA

Dis. Tidak Warga Tidak
DR iston Jumlah Memiliki Memiliki Total Jumlah
Disabilitas  KTP/KK/Aktas KTP/KK/Akta Penduduk
Lahir Lahir
64 Kepala
E:;L;?J: 2 Orang 1 Orang 50 Orang Ke!ua‘rga
207 Jiwa
80 Kepala
E:::Jnn?i' 7 Orang 7 Orang 10 Orang Keluarga
268 Jiwa
Dusun 5 90 Kepala
Sibalongt 3 Orang 3 Orang 2 Orang Keluarga
et 330 Jiwa
Desa | pysuné
Saloya |  Tyang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 74 Kepaln
Panga Keluarga
80 Orang Tidak 244 Jiwa
Bosiin 7 Memiliki KTP 50 147 Kepala
Tobesule 2 Orang 2 Orang ora.nlg"l"ldak Keluarga
Memiliki KK 300
Orang Akte Lahir 441 Jiwa
73 kepala
Dusun 8 2 Orang 1 Orang 10 Orang keluarga
163 Jiwa
Disabilitas dan Warga Yang Tidak
Mimiliki KTP/Akta Lahir
M Dusun 3 Pali yua M Dusun 4 Kamonji M Dusun 5 Sibalongtet
B Dusun 6 Tuang Panga M Dusun 7 Tobesule ® Dusun 8
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Dusun 3
Siverkiun
39%

Disabilitas dan Warga Yang Tidak

Memiliki KTP/Akta Lahir

Dusun 1 Silaru

11%

KECAMATAN SINDUE TOBATA

Warga Tidak Total
Data st Jumiah Dis. Tidak Memiliki Memiliki inlaf
Disabilitas  KTP/KK/Akta Lahir KTP/KK/Akta
- Penduduk
Lahir
10 Orang tidak
Dusun 1 punya KTP dan .
Silaru 290 = Crahe 164 Orang tidak 1681w
punya Akta Lahir
10 orang tidak
punya KTP dan
Desa Dslijsiumnaz 9 Orang 9 orang 217 orang yang 217 Jiwa
Sipeso tidak punya Akta
Lahir
2 Orang tidak pur‘tya 10 orang tidak
KTP dan akta lahir,
Dusun 3 punya KTP dan .
: ; 7 Orang dan 5 orang yang ; 165 Jiwa
Siverkiun ; 165 orang tidak
tidak punya Akta ik Al LSl
Lahir LY
13 orang tidak 30 ora_r!g_tldak
— memiliki KTP
memiliki KTP dan 5 .
: dan 165 tidak i
Jumlah 18 orang orang tidak S 546 jiwa
. : memiliki Akta
memiliki akta lahir lahir. Total (195
(18 Orang) '

orang)
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